KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 208 /KPTS/\x /2019

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku
usaha, perlu menerapkan tanda tangan elektronik pada
sertifikat perizinan dan/atau surat keputusan perizinan yang
menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki
kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama
memenuhi persyaratan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Bengkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11

12,

13.

14,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210);

.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara
Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1432);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik
yang dilekatkan, terasosiasi terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.



KETIGA

KEEMPAT

Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM
KESATU digunakan untuk pengesahan sertifikat perizinan
dan/atau surat keputusan perizinan yang menjadi kewenangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten
Bengkalis apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




